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ABSTRAK 

 

 
       Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusian dan peradaban serta 

merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya 

penanggulangan tidak pidana terorisme merupakan suatu keharusan bagi 

pemerintah dalam rangka melindungi warganya dari setiap ancaman fisik maupun 

psikis yang sering terjadi sebagai implikasi dari aksi para pelaku teror. Oleh karena 

itu pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 

tahun 2003 akhirnya secara resmi Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 

30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 

Anti Teror Polri disingkat Densus 88 AT Polri.  
       Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya 

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dengan dibentuknya 

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT Polri). Tujuan dengan 

keberadaan Densus 88 Anti Teror Polri sebagai satu-satunya pasukan khusus dalam 

penanganan terorisme ini diharapkan dapat mengatasi masalah terorisme di 

Indonesia, akan tetapi justru sebagian anggota Densus 88 AT Polri yang terlibat 

dalam penanganan terorisme sering memunculkan masalah baru yang 

kontroversial, dalam proses penanganannya yang cenderung mengabaikan hak 

asasi manusia, bahkan dalam beberapa aksi, Densus 88 AT Polri menghabisi nyawa 

para terduga teroris tanpa proses hukum.  

       Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah dengan 

menggunakan metode deskriptif analisys yaitu gambaran lengkap mengenai setting 

sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan 

hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis 

normatif. 

       Hasil dari penelitian ini menunjukan berbagai kewenangan Densus 88 Anti 

Teror Polri yang termuat didalam peraturan perundang-undangan. Beberapa 

diantarannya masih cenderung memiliki kelemahan dalam mengakomodir 

kepentingan hak asasi manusia dari setiap terduga maupun tersangka tindak pidana 

terorisme. Oleh karena itu, Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan dapat menjadi ketentuan 

payung dan bersifat koordinatif (coordinating act) terhadap peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme 

serta sebagai inovasi dalam hal metode kontra terorisme yang lebih fleksibel dan 

berorientasi. Dengan demikian, untuk menyelaraskan, menyeimbangkan bahkan 

mengatur agar operasi keamanan melawan terorisme sesuai dengan hak asasi 

manusia adalah sangat penting dan mendesak untuk dilakukan Densus 88 AT Polri, 

selaku representasi dari negara, harus tetap menghormati hak sipil dan politik 

khususnya hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. 

 

Kata Kunci: “Terorisme, Densus 88 AT Polri, Hak Asasi Manusia, Undang - 

Undang Nomor 5 tahun 2018“ 
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ABSTRACT 

 
 

Terrorism is a crime against humanity and civilization, and is one of the serious 

threats to the sovereignty of each country. Efforts to overcome non-criminal 

terrorism are a must for the government in order to protect its citizens from any 

physical or psychological threats that often occur as an implication of the actions 

of terrorists. Therefore, the government in this case the National Police of the 

Republic of Indonesia (Polri) finally officially released the Chief of Police of the 

Indonesian National Police Skep No. 30 / VI / 2003 dated June 20, 2003, marked 

the establishment of the Polri Special Anti-Terrorism Detachment 88 abbreviated 

as Densus 88 AT Polri. 

 

The existence of the Kapolri Skep is a follow-up to the issuance of Law No. 15 of 

2003 concerning Crime of Terrorism with the establishment of Special Anti-

Terrorism Detachment 88 of the Indonesian National Police (Densus 88 AT Polri). 

The aim of the existence of the Polri Anti-Terror Detachment 88 as the only special 

force in handling terrorism is expected to overcome the problem of terrorism in 

Indonesia, but in fact some members of Densus 88 AT Polri who are involved in 

handling terrorism often raise controversial new problems, in the process of 

handling who tend to ignore human rights, even in some actions, Detachment 88 

AT Polri killed the lives of suspected terrorists without legal proceedings. 

 

The research method used in writing this thesis is to use the descriptive method of 

analysis, which is a complete picture of social settings or the relationship between 

the phenomena being tested. The data used are secondary data consisting of primary 

legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, 

primary data is also used as supporting legal data for secondary data. For data 

analysis performed by normative juridical analysis method. 

 

The results of this study show the various authorities of the National Anti-Terrorism 

Detachment 88 contained in the laws and regulations. Some of them are still likely 

to have weaknesses in accommodating the interests of human rights of any 

suspected or suspected criminal acts of terrorism. Therefore, Law Number 5 of 

2018 is expected to be an umbrella and coordinating act for other laws and 

regulations relating to the eradication of criminal acts of terrorism as well as 

innovations in terms of counter-terrorism methods that are more flexible and 

oriented. Thus, to harmonize, balance and even regulate that security operations 

against terrorism in accordance with human rights are very important and urgent to 

do Detachment 88 AT Polri, as a representative of the state, must continue to respect 

civil and political rights especially rights that cannot reduced under any 

circumstances. 

 

Keywords: “Terrorism, Detachment 88 AT Polri and Human Rights” 
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